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1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri. Tanpa

pembuatan rekening

mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. °

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis
pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Banyaknya jumlah unit UMKM

di Indonesia seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Namun,



penerimaan pajak didominasi oleh Wajib Pajak besar yang jumlahnya kurang dari
1%,dimana sisanya adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM
(Rakhmad, 2012). Bagi pelaku UMKM, pajak masih dilihat sebagai beban, yang

sebisa mungkin harus dihindari.

Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sektor UMKM secara serius.
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Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat
kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi
tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan

menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi



tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban

pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang
dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi
pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan
secara sukarela. Kepa I[WWIIASMBEA INg waengiagat sistem
perpajak: 3, ME ' : )sesnya
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mengenai perpajakan amatlah dipe | eningkatkan kepatuhan wajib

pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan telah dibuktikan
memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Tresno, dkk.(2014).Terdapat undang-undang yang



mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.Tiraada (2013)
mengatakan bahwa sanksi pajak merupakan faktor yang memberikan pengaruh
terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak dan ini berhubungan dengan sanksi yang
tidak ringan yang dapat diterima oleh wajib pajak ketika terdapat suatu
keterlambatan atau bahkan pelanggaran administratif atau pidana terhadap

penetapan pajak atas waji
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dan pemahaman pelaku usahé' UMKM. Wa aupun telah banyak usaha yang

dilakukan oleh pemerintah seperti program tax amnesty dalam mendorong agar
UMKM mau menyetorkan pajaknya, namun demikian pada kenyataannya

penerimaan pajak dari sektor UMKM di Indonesia masih sangat rendah. Pada



periode tahun 2015 hanya 397 ribu UMKM yang membayar surat pemberitahuan

dari total seluruh UMKM yang ada

Sementara itu di Provinsi Sumatra Barat, memiliki jumlah UMKM yang
cukup tinggi, berikut merupakan data jumlah UMKM di Provinsi Sumatra Barat

pada tahun 2015 :
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9 | Sijunjung 29.105 4,98 198 2,39 29.303 4,94
10 | Pasaman 26.007 4,46 190 2,29 26.267 4,43
11 | Bukittinggi 22.794 3,90 629 7,58 23.423 3,95
12 | Dharmasraya 22.618 3,87 310 3,73 22.928 3,87
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Penelitian ini berfokus di daerah Kabupaten Agam dengan jumlah UMKM

terbanyak kedua setelah Kota Padang, karena pertumbuhan UMKM di Kabupaten

Agam terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku usaha UMKM di Kabupaten

Agam memiliki inovasi dan kreatifitas yang bagus dalam pengembangan

usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya UMKM yang bergerak dalam




bidang industri memenangkan perlombahan bahan olahan Se-Provinsi Sumatera
Barat, dan ini membuktikan bahwa tidak hanya di kota, namun juga di kabupaten
terdapat potensi yang cukup baik yang dapat mengembangkan dan meningkatkan
pendapatan perpajakan dari UMKM. Dan dengan meningkatnya inovasi dan

kreativitas UMKM di Kabupaten Agam tersebut, peneliti ingin melihat sudah

embayarkan pajak
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3. Bagaimana persepsi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Agam mengenai
perpajakan?

4. Kendala apa saja yang dihadapi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Agam

dalam melunasi kewajiban sebagai wajib pajak?



1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini
adalah :

1. Untuk mengetahui sejaun mana kepatuhan Wajib Pajak UMKM di

Kabupaten Agam terkait kepemilikan NPWP, kepemilikan SIUP dan

2. Bagi akademisi
Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data
sekunder maupun sumbangan ide — ide mengenai faktor —faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.



3. Bagi pemerintah di Kabupaten Agam
Sebagai informasi dalam mengambil keputusan atas tanggapan UMKM
terhadap peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pajak

penghasilan UMKM.

4. Bagi UMKM di Kabupaten Agam

Bagian ini akan menguraikan tentang konsep-konsep, teori-teori yang

menjadi landasan dalam penelitian tentang penelitian terdahulu.

Bab 11l : Metode Penelitian



Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data,
teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan
pengukuran variabel, dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan hasil penelitian mengenai deskripsi data,

gambaran data secara-statistj akisis datg, A pembahasan untuk masing-
VERSTIR SANDR AS




